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ABSTRAK

Kepolisian Resort Serang Kota dalam melindungi barang bukti kejahatan pencurian kendaraan
bermotor sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik
Indonesia, melindungi barang bukti tersebut merupakan kewenangan kepolisian yang mencakup
kinerja pelayanannya yaitu tugas dan fungsi kepolisian tersebut. Peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian tentang bagaimana kewenangan Kepolisian Resort Serang Kota dalam melindungi
barang bukti kejahatan pencurian kendaraan bermotor serta hambatan-hambatan apa sajakah yang
dihadapi oleh pejabat yang berwenang dalam penyimpanan barang bukti kejahatan pencurian
kendaraan bermotor di Kepolisian Resort Serang Kota dan bagimana upaya pejabat yang
berwenang dalam mengahadapi hambatan-hambatan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang berarti dalam penelitian ini diperlukan
data primer dan data sekunder. Yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang
ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis
yang dilakukan secara langsung ke lapangan.

Barang bukti kejahatan pencurian kendaraan yang berhasil dikumpulkan tidak ditempatkan pada
tempat penyimpanan khusus atau permanen oleh Sat Tahti. Sehingga dalam hal ini pihak yang
berwenang dalam menangani barang bukti di Kepolisian Resort Serang Kota belum menjalankan
kewenangannya dalam melindungi barang bukti kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan
baik karena masih terdapat banyaknya hambatan-hambatan yang dialami oleh pihak yang
berwenang tersebut. Tidak adanya pengawasan yang maksimal terhadap barang bukti, baik dari
Sat Tahti ataupun dari personel lain merupakan salah satu hambatan dalam penyimpanan barang
bukti di Kepolisian Resort Serang Kota. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Serang
Kota antara lain menyediakan fasilitas khusus oleh Sat Tahti, menambah lebih banyak porsenil Sat
Tahti dan melakukan revisi peraturan atau undang-undang mengenai penyimpanan barang bukti.

Kata Kunci : Kewenangan, Barang Bukti, Pencurian Kendaraan Bermotor
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ABSTRACT

The Serang City Resort Police protects evidence of motor vehicle theft crimes in accordance with
Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, the accountability for evidence
of motor vehicle theft crimes is enforced to protect the evidence itself. Researchers are interested
in conducting research on how the responsibility of the Serang City Resort Police in protecting
evidence of motor vehicle theft crimes and what obstacles are faced by investigators in charge of
storing evidence of motor vehicle theft crimes at the Serang City Resort Police and how
investigators are dealing with these obstacles.

This research uses empirical juridical method, which means that in this study primary data and
secondary data are needed. Empirical juridical is carried out by looking at the reality that exists
in the field. This approach is also known as a sociological approach which is carried out directly
in the field.

The accountability of the Serang City Resort Police in protects evidence of motor vehicle theft
crimes is still not optimal. Because the evidence that has been collected is not placed in a special
or permanent storage by Sat Tahti. So in this case the authorities in charge of handling evidence
at the Serang City Resort Police have not exercised their authority in protecting evidence of motor
vehicle theft crimes properly because there are still many obstacles experienced by these
authorities. The absence of maximum supervision of evidence, either from Sat Tahti or from other
personnel, is one of the obstacles in storing evidence at the Serang City Police Resort. Efforts
made by the Serang City Resort Police include providing special facilities by Sat Tahti, adding
more Sat Tahti porcelain and revising regulations or laws regarding the storage of evidence.

Keywords: Authority, Evidence, Motor Vehicle Theft.

PENDAHULUAN

Proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik dilakukan oleh pemerintah
dengan berpatokan pada pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur mengenai Asas-asas Umum
Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai landasan pemerintah dalam menyelengarakan
Negara, sehingga pemerintah seringkali membuat suatu kebijakan yang dapat dirasakan
baik oleh masyarakat.

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memiliki peranan
penting dalam negara hukum. Polri sebagai aparat penegak hukum sesuai Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal pasal
5 ayat (1) menyebutkan bahwa Polri sebagai aparat penegak hukum atau alat negara yang
memiliki tugas dan tanggung jawab menegakkan hukum demi terciptanya stabilitas dan
keamanan serta ketahanan negara, di mana merupakan salah satu elemen penting yang
terus mendapat perhatian dan sorotan publik berkaitan dengan kinerja dan
profesionalitasnya. Karena itu berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah untuk
meningkatkan kemampuan dan memperbaiki kinerja serta citra polisi.

Salah satu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah melakukan
penyidikan. Dalam proses penyidikan diantara kewenangan Kepolisian Negara Republik
Indonesia adalah bahwa pejabat tersebut memiliki wewenang yang telah diatur dalam
hukum pidana sehingga berwenang melakukan tindakan-tindakan paksa kepada siapa saja
yang menurut mereka dapat diduga telah melakukan tindak pidana.! Salah satunya ialah
melakukan penyitaan untuk kepentingan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang
bukti di muka persidangan hal ini sebagaiamana dijelaskan di KUHAP Pasal 1 ayat 16.

! L & J Law Firm, Hak Anda Saat Digeledah Disita Ditangkap Didakwa Dipenjara,
Forum Sahabat, Jakarta, 2009, him 24.
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Kewenangan penyidik dalam bertindak ternyata tidak seluruhnya sesuai dengan
prosedur yang berlaku. Padahal sudah dijelaskan bahwa tugas dan wewenang penyidik
yang sebenarnya. Seorang penyidik dalam melaksanakan tugasnya memiliki koridor
hukum yang harus di patuhi, dan diatur secara formal apa dan bagaimana tata cara
pelaksanaan, tugas-tugas dalam penyelidikan. Artinya para penyidik terikat kepada
peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam
menjalankan tugasnya.

Peneliti melihat di Kepolisian Resort Serang Kota, terdapat barang bukti
kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang terlantar di lapangan, mobil dan motor
tersebut ada yang bannya kempes, spionnya pun ada yang tidak lengkap, terlihat kusam
dan sangat tidak terawat. Kondisi seperti ini tentu saja membawa dampak yang kurang
baik, misalnya pada barang bukti yang akan diserahkan kembali kepada pemiliknya,
namun kondisinya tidak utuh dan sempurna seperti sebelumnya. Permasalahan seperti ini
telah menjadi rahasia umum dimana semakin lama semakin menjadi hal yang dianggap
biasa, padahal itu semua adalah persoalan yang cukup serius karena tindakan yang
mengakibatkan rusak dan atau hilangnya barang bukti akan berdampak kepada jalannya
proses persidangan atau penilaian masyarakat terhadap kinerja aparat kepolisian.
Pentingnya barang bukti sebagai penunjang dalam proses kepentingan penyidikan dan
penuntutan karena merupakan obyek delik, alat yang dipakai untuk melakukan delik,
merupakan hasil dari delik, barang-barang tertentu yang mempunyai hubungan langsung
dengan delik yang terjadi.

Kepolisian Resort Serang Kota dalam mengelola barang bukti berpedoman pada
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2010 tentang
Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik
Indonesia. Tempat tersebut dinamakan Sat Tahti (Kepala Satuan Tahanan dan Bukti).

Kepala Satuan Tahanan dan Bukti atau bisa disebut dengan Sat Tahti diatur
dalam Perkap Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan dan Tata Kerja Pada Tingkat
Kepolisian Resort dan Sektor. Sat Tahti bertugas menyelenggarakan perawatan tahanan
meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan
dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Kepolisian Resort,
melaporkan jumlah dan kondisi para tahanan sesuai dengan ketentun peraturan peraturan
perundang-undangan.

Penanganan barang bukti tidak semata hanya bergantung kepada kemampuan dan
profesionalisme pihak Sat Tahti, namun juga masih ada hal lain yang menjadi bagian
yang tentunya saling mendukung, namun dalam hal ini Pihak Sat Tahti sebagai
penanggung jawab tentunya memiliki peran yang paling penting, bagaimana pihak Sat
Tahti mengelola barang bukti tersebut sampai proses pembuktian dimulai dikarenakan
ketika barang bukti tersebut sudah masuk ke dalam rumah penyimpanan, masih saja ada
oknum yang menyalahgunakan barang bukti tersebut, bahkan sebelum dimasukan ke
dalam rumah penyimpanan pun masih ada saja penyidik yang menyimpang dan tidak
segera memasukan barang bukti tersebut ke dalam rumah penyimpanan Sat Tahti, hal ini
tentu akan menjadi kendala besar bagi Sat Tahti dalam mengelola barang bukti yang ada
di Kepolisian Resort Serang Kota.

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian mengenai: Bagaimana Kewenangan Kepolisian Resort Serang Kota Dalam
Melindungi Barang Bukti Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor dan Hambatan-
hambatan Apakah Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Resort Serang Kota Dalam
Penyimpanan Barang Bukti Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kepolisian
Resort Serang Kota Serta Bagimana Upaya Penyidik Yang Berwenang Dalam
Mengahadapi Hambatan-Hambatan Tersebut?
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METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada
metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau
beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.? Adapun dalam penelitian
ini, metode yang digunakan peneliti dalam menjawab permasalahan dalam pembahasan
adalah yuridis empiris. Yuridis empiris atau sosiologis yaitu metode dengan mengkaji
ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.®
data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

Metode yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa
dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan
bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data
sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang bagaimana
perlindungan hukum dan kewenangan terhadap barang bukti kejahatan pencurian
kendaraan bermotor oleh Kepolisian Resort Serang Kota.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Kepolisian Resort Serang Kota dalam melindungi barang bukti
kejahatan pencurian kendaraan bermotor

Polisi sebagai salah satu instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan
dalam melakukan penyidikan dan penyitaan agar mempunyai otoritas untuk
pencapaian visi, misi dan tujuan dalam menciptakan keamanan serta menjalankan
tugas pokok dan fungsinya untuk menjalankan kewenangannya dengan benar
seperti halnya dalam mengelola barang bukti yang harus dilindungi hingga putusan
perkara yang mana di tingkat kepolisian resor tersebut dinamakan Sat Tahti, dalam
hal ini, telah dijelaskan dalam Perkap Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara
Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
dan juga merupakan Standar Operasional Prosedur di Kepolisian Resort Serang
Kota yang diatur dalam pasal 15, antara lain: Melakukan pemeriksaan dan
pengawasan secara berkala paling lama 2 (dua) minggu sekali terhadap barang bukti
yang disimpan di penyimpanan barang bukti yang telah ditentukan atau tempat lain,
dan dituangkan dalam buku control barang bukti; Mengawasi jenis-jenis barang
bukti tertentu yang berbahaya, berharga, dan/atau yang memerlukan pengawetan;
Menjaga dan mencegah agar barang bukti yang disimpan tidak terjadi pencurian,
kebakaran atau kebanjiran; Mengarahkan dan mengatur pembagian tugas
bawahannya untuk menjaga, memelihara dan mengamankan barang bukti yang
disimpan; Mencatat dan melaporkan kepada penyidik dan/atau atasan penyidik yang
menyita apabila ada kerusakan dan penyusutan serta kebakaran dan pencurian
terhadap barang bukti yang disimpan; dan Menindak Sattahti yang lalai dalam
melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap dalam melaksanakan tugasnya polisi harus selalu bertindak berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan peraturan kaporli lainnya serta Standar
Operasional Prosedur yang berlaku sehingga tidak boleh melakukan sesuatu hanya
dengan sewenang-wenang saja dan tidak boleh melanggar hak asasi manusia,
sebagaimana yang tercantum didalam pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan: “tiada

2 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Rineka Cipta,
Jakarta, 2002, HIm 126.
3 Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung, 2007, HIm 32
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suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana
menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatan itu
sendiri”.

Kewenangan kepolisian dalam bertindak ternyata tidak seluruhnya sesuai
dengan prosedur yang berlaku. Padahal sudah dijelaskan bahwa tugas dan
wewenang polisi yang sebenarnya. Seorang kepolisian dalam melaksanakan
tugasnya memiliki koridor hukum yang harus di patuhi, dan diatur secara formal
apa dan bagaimana tata cara pelaksanaan, tugas-tugas dalam penyelidikan. Artinya
kepolisian terikat kepada peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan ketentuan-
ketentuan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya.

Penyimpanan barang bukti sangatlah penting, mengingat untuk mendapatkan
barang bukti dalam sebuah kasus tidaklah mudah atau gampang, berbagai hambatan
dan kendala sering muncul dalam kegiatan penyelidik untuk memperoleh barang
bukti yang dibutuhkan untuk dapat penyempurnaan dan pelengkap pada kegiatan
penyidikan dan penuntutan didepan persidangan.

Mengingat betapa pentingnya peranan barang bukti dalam suatu proses perkara
pidana, maka Polri selaku aparat penegak hukum yang terdepan dalam penangangan
suatu perkara pidana memandang perlu untuk memberikan petunjuk kepada seluruh
aparatnya tentang penanganan barang bukti, utamanya penanganan di Tempat
Kejadian Perkara dan Penanganan pada tahap penyimpanan barang bukti.

Dalam jajaran Polri, penyidik dan penyelidik dalam melakukan segala kegiatan
dan usaha yang berkaitan dengan pengambilan dan penyimpanan harus sesuai
dengan prosedur standar yang telah dilakukan, atau setidaknya bertindak tidak
bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku.

Sejauh mana tanggung jawab penyimpanan barang bukti kejahatan pencurian
kendaraan bermotor, menurut hasil penelitian yang telah ditemukan di Polres
Serang Kota, bahwa barang bukti ternyata tidak ditempatkan pada suatu tempat
yang khusus dan permanen sesuai dengan standar supaya barang bukti tetap terjaga
agar tidak hilang ataupun rusak. Menurut Briptu Dinar Angga Pratama selaku
Baniwattah Sat Tahti Polres Serang Kota bahwa barang bukti kejahatan pencurian
kendaraan bermotor yang diperoleh sudah disimpan dan sesuai perintah penyidik di
tempat yang sangat layak untuk dijadikan tempat penyimpanan barang bukti, selain
itu barang bukti tersebut selalu dijamin terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan
dan sudah mengikuti prosedur yang berlaku.*

Barang bukti kejahatan pencurian kendaraan bermotor dilakukan oleh Sattahti,
sebagai berikut; Melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara berkala paling
lama 2 (dua) minggu sekali terhadap barang bukti kejahatan pencurian kendaraan
bermotor yang disimpan di penyimpanan penyidik SAT RESKRIM dan dituangkan
dalam buku kontrol barang bukti; Menjaga dan mencegah agar barang bukti yang
disimpan tidak terjadi pencurian, kebakaran atau kebanjiran; Menjaga dan
mencegah agar barang bukti kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang
disimpan tidak terjadi pencurian, kebakaran atau kebanjiran; Mengarahkan dan
mengatur pembagian tugas bawahannya untuk menjaga, memelihara dan
mengamankan barang bukti kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang
disimpan; Mencatat dan melaporkan kepada penyidik SAT RESKRIM dan/atau
atasan penyidik yang menyita apabila ada kerusakan dan penyusutan serta
kehilangan dan pencurian terhadap barang bukti narkoba yang disimpan; dan

4 Wawancara dengan Briptu Dinar Angga Pratama Selaku Baniwattah Sat Tahti Polres
Serang Kota (pada tanggal 13 Juli 2020)

69



SSN Online: 2597-3606 Vol 04 No 4 Thn 2022

Apabila terdapat kerusakan dan penyusutan ataupun kehilangan, maka akan
dilakukan penyidikan intern; Menindak Sattahti yang lalai dalam melaksanakan
tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keamanan dan keutuhan barang bukti bukan hanya tanggung jawab penyidik
maupun Sat Tahti, tapi menjadi tanggung jawab seluruh jajaran personil yang ada di
Polres Serang Kota. Hanya saja tidak dipungkiri bahwa ada segelintir oknum yang
kadang tidak sengaja telah memanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Padahal
sudah dijelaskan bahwa dalam susunan dan kedudukan Kepolisian Negara Republik
Indonesia Pasal 7 menyebutkan bahwa susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian
Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan
wewenangnya.

Menurut peneliti dengan alasan apapun, itu adalah pelanggaran prosedur,
seharusnya barang bukti dikumpulkan dan disimpan langsung di Sat Tahti sambil
menunggu untuk dipindahkan ke Pengadilan beserta tersangkanya. Dibutuhkannya
barang bukti untuk proses penyidikan dan pemeriksaan pengadilan dalam
pelimpahan berita acara tentunya harus disertakan pula saat dibutuhkan barang bukti
dan barang bukti yang telah rusak dan hilang sebahagian, maka penyidiklah yang
akan kesulitan untuk memperbaiki atau harus diganti dengan barang yang sama.

Barang bukti yang dikembalikan kepada pemiliknya, jika dengan kondisi yang
tidak sesuai dengan aslinya menurut pemilik tentu menimbulkan pertanyaan atau
komplain. Dan pertanyaan dan komplain yang terjadi sulit untuk ditindaki karena
tidak jelas penanggung jawab penyimpanannya. Ini tentu saja akan menimbulkan
dampak yang buruk bagi polisi dimasyarakat umum.

Dengan naiknya jumlah barang bukti dari 2018 sampai 2019 seharusnya sudah
menjadi pembelajaran bagi Polres Serang Kota untuk meningkatkan kerjanya dalam
melindungi barang bukti di tahun 2020 ini, seperti halnya mempersiapkan tempat
khusus penyimpanan barang bukti oleh Sat Tahti yang permanen agar keamanan
dan keutuhan serta kontrol dapat dilakukan secara maksimal, dan pihak kepolisian
harus lebih tegas terhadap pihak penyidik karena sebelum barang bukti masuk Sat
Tahti pun sudah terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh
penyidik seperti barang bukti yang seharusnya langsung disimpan di Sat Tahti tetapi
entah kenapa pihak Sat Tahti belum menerima barang bukti tersebut. Ini jelas
merupakan penyalahgunaan wewenang. Dan bahkan yang dirawat oleh Sat Tahti
pun peneliti melihat masih banyak barang bukti kejahatan pencurian kendaraan
bermotor yang terlihat terlantar di lapangan dikarenakan belum ada ruang tempat
penyimpanan permanen tersebut. Ini membuktikan bahwa dalam satu tahun terakhir
sama sekali belum ada perkembangan terkait tempat penyimpanan barang bukti
kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kepolisian Resort Serang Kota.

. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Serang Kota dalam
penyimpanan barang bukti kejahatan pencurian kendaraan bermotor di
Kepolisian Resort Serang Kota dan upaya penyidik yang berwenang dalam
menghadapi hambatan-hambatan tersebut

Dari uraian sebelumnya mengenai kewenangan kepolisian dalam melindungi
barang bukti kejahatan pencurian kendaraan bermotor, sekiranya telah dapat kita
lihat bahwa masih kurangnya perhatian atau bias kita katakan tidak maksimal. Hal
ini dikarenakan oleh adanya beberapa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam
penyimpanan barang bukti antara lain dalam hal Perawatan, Penyimpanan dan
pemeliharaan barang bukti masih kurang.
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Perkap Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata cara Pengelolaan Barang bukti pun
tidak berjalan dengan maksimal. Hal itu dikarenakan kurangnya sosialisasi aturan
yuridis tersebut dengan penyidik kepolisian. Jadi pengelolaan, perawatan barang
bukti hanya disimpan ditempat seadanya tanpa ada ruangan yang memadai dan
barang bukti hanya ditaruh tanpa ada perawatan.

Dengan kondisi seperti itu tentu saja pengawasan dan pemeliharaan terhadap
barang bukti menjadi memprihatinkan. Hal ini harusnya tidak terjadi karena
seharusnya seluruh porsenil dapat bertanggung jawab terhadap keamanan barang
bukti yang ada.

Terkait dengan porsenil, bahwa jumlah porsenil yang ada jika dibandingkan
dengan wilayah ruang lingkup operasi dan jumlah penduduk yang semakin
bertambah tentu saja tidak sebanding dari porsenil yang ada. Dimana belum
sanggup menangani secara maksimal masyarakat yang butuh pelayanan yang
memuaskan dari pihak kepolisian setempat yaitu Polres Serang Kota dan juga
perlunya keahlian khusus yang harus dimiliki oleh para porsenil dalam menangani
barang bukti dalam sebuah kasus yang terjadi.

Selain kondisi yang sifatnya intern yang menjadi hambatan, bahwasanya ada
beberapa hambatan yang sering muncul pada barang bukti yang disita untuk
kepentingan penyidikan, seperti barang bukti yang diminta oleh pemilik untuk
dipakai padahal barang bukti yang dijadikan sebagai bukti tidak dibenarkan untuk
dipakai oleh siapapun sebelum memperoleh keputusan hakim yang pasti. Namun
dalam praktek, biasa dijumpai adanya barang bukti dalam suatu perkara pidana yang
dipakai/dipinjam oleh pemiliknya atau oleh aparat penyidik itu sendiri. Seperti
pihak kepolisian yang memakai barang bukti kendaraan bermotor tersebut.

Apabila ditemukan pelanggaran dalam proses penyelidikan dan/atau penyidikan
yang dilakukan oleh penyidik dan/atau penyidik pembantu, dilakukan: pembinaan,
apabila melakukan pelanggaran prosedur, proses penyidikan, apabila ditemukan
dugaan pelanggaran tindak pidana atau pemeriksaan pendahuluan, apabila
ditemukan dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin.

Perbuatan perusakan terhadap barang bukti sendiri merupakan perbuatan yang
dilarang dan memiliki sanksi pidana sesuai Pasal 233 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana, yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat
dipakai, menghilangkan barang barang yang digunakan untuk meyakinkan atau
membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat
atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus-menerus atau untuk
sementara waktu disimpan, atau diserahkan kepada seorang pejabat, ataupun
kepada orang lain untuk kepentingan umum, diancam dengan pidana penjara
paling lama empat tahun.”

Sedangkan jika dalam pemeriksaan pendahuluan ditemukan pelanggaran kode
etik dan/atau disiplin, dilimpahkan kepada fungsi Propam untuk dilakukan
pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah dijabarkan di atas, apabila anggota
kepolisian melakukan perusakan terhadap barang bukti kendaraan, Anda dapat
melaporkannya atas pelanggaran disiplin, kode etik, atau administrasi
penyelidikan/penyidikan, untuk dilakukan pemeriksaan. Apabila anggota kepolisian
tersebut terbukti melakukan perusakan terhadap barang bukti kendaraan, anggota
tersebut juga dapat diproses secara pidana.
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KESIMPULAN
Dari uraian-uraian pada pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya, maka
penulis menarik kesimpulan hasil dari penelitian yang meliputi beberapa hal, yaitu:

1. Barang bukti yang berhasil dikumpulkan penyidik Polres Serang Kota tidak
ditempatkan pada tempat khusus dan permanen yang dapat dipertanggung jawabkan
keamanan dan keutuhannya dikarenakan belum adanya tempat penyimpanan khusus
ataupun pemanen oleh pihak Sat Tahti, karena adanya penyalahguanaan barang
bukti baik disengaja ataupun tidak disengaja oleh oknum sebelum dimasukannya
barang bukti tersebut ke pihak Sat Tahti sehingga bisa mengakibatkan barang bukti
itu ada yang rusak dan terlihat tidak terawat, sehingga dalam hal ini Kepolisian
Resort Serang Kota belum maksimal dalam menjalankan kewenagannya dalam
melindungi barang bukti kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Padahal
Kepolisian sudah terikat kepada peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan
ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya dalam menangani
barang bukti khususnya Sat Tahti di Kepolisian Resort Serang Kota.

2. Hambatan yang dihadapi dalam penyimpanan barang bukti kejahatan pencurian
kendaraan bermotor tersebut adalah tidak adanya fasilitas khusus dan permanen
yang memadai oleh Sat Tahti berupa ruangan atau gudang yang dapat digunakan
untuk penyimpanan barang bukti di Polres Serang Kota, tidak adanya pengawasan
yang maksimal terhadap barang bukti, baik dari Sat Tahti ataupun dari porsenil lain
yang ada di Polres Serang Kota dan masih adanya oknum yang memanfaatkan
barang bukti untuk kepentingan yang bersifat pribadi. Upaya Kepolisian Resort
Serang Kota dalam menghadapi hambatan-hambatan dalam penyimpanan barang
bukti yaitu penyediaan fasilitas khusus oleh Sat Tahti yang dipergunakan sebagai
tempat untuk penyimpanan barang bukti, perlu diadakan porsenil Sat Tahti yang
lebih banyak dan porsenil khusus melakukan pengawasan terhadap barang bukti,
penindakan secara tegas segala bentuk pelanggaran yang terjadi dalam ruang
lingkup jajaran porsenil Kepolisian Resort Serang Kota, melakukan revisi peraturan
atau undang-undang mengenai penyimpanan barang bukti sitaan agar aturan untuk
kewenangannya lebih jelas sehingga pengelolaan maupun penyimpanannya lebih
efektif dan efisien dan juga meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan dalam
proses pengelolaan barang bukti sitaan tersebut

SARAN
Dari kesimpulan diatas, maka peneliti mencoba memberikan saran yang
sekiranya dapat menjadi bagian solusi dari masalah yang berkaitan yaitu:

1. Kinerja Kepolisian Resort Serang Kota khususnya pihak Sat Tahti dalam
melindungi barang bukti khususnya barang bukti kejahatan pencurian kendaraan
bermotor perlu ditingkatkan dengan menempatkan barang bukti pada tempat yang
khusus yang sudah permanen harus disiapkan sehingga keamanan dan keutuhannya
terjamin, pemberian pemahaman kepada jajaran akan pentingnya barang bukti.

2. Kepolisian Resort Serang Kota harus melakukan evaluasi dan menindaklanjuti
aduan saran dan masukan dari pemohon dan masyarakat sehingga kewenangan
kepolisian dalam melindungi barang bukti khususnya barang bukti kejahatan
pencurian kendaraan bermotor tersebut bisa berjalan dengan maksimal.
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